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BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1),
Pasal 96 ayat (3), Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (1)
dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, serta Pasal 15 sampai dengan Pasal
21 dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara perlu
menyusun pedoman pelaksanaan dana transfer ke desa;

b. bahwa guna memberikan landasan dan kepastian hukum
pemerintah daerah dan desa serta menjamin kelancaran
dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan dana
transfer ke desa perlu menyusun pedoman pelaksanaan
dana transfer ke desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke
Desa Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 62006);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 260);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa tentang (Berita
Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
961);



20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 /2021
tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Wonosobo.

Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berada di Daerah.

Dana Transfer ke Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
dialokasikan ke desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan
Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.

Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui
APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian pendapatan Pajak
dan Retribusi Daerah yang dibagikan kepada desa berdasarkan ketentuan
perundang undangan.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh
pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank
sentral.

Surat Permintaan Pencairan Uang yang selanjutnya disingkat SPPU adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Kaur Keuangan untuk pencairan uang di
rekening kas desa guna pembayaran kegiatan desa.

Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas
dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang
bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan/atau
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Daerah.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat
Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur
kewilayahan.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya
disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa
berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian
kekuasaan PKPKD.

Pelaksana Kegiatan Anggaran adalah tugas yang dilaksanakan Kepala
Seksi/ Kepala Urusan dalam stuktur Pelaksana Pengelolaan Keuangan
Desa.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening
tempat menyimpan uang Pemerintahan yang menampung seluruh
penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1
(satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

Rencana Anggaran Biaya Teknis yang selanjutnya disebut RAB Teknis
adalah perhitungan perkiraan jumlah anggaran biaya yang diperlukan
untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Tokoh Masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi
pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda,
perempuan dan unsur pemuka lain yang ada di Desa.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan
hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna
mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
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31.
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33.
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36.

37.

38.

Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia yang
memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidang pendampingan pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan
kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan
pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah inspektorat daerah kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi
melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Petugas admin sistem informasi desa adalah perangkat desa atau tenaga
pembantu di luar perangkat desa yang bertugas mengoperasionalkan,
memelihara dan memantau pengelolaan seluruh sistem informasi desa yang
dikelola oleh desa.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat
kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang
dan tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
Pandemi Corona Virus Disease yang selanjutnya disebut Pandemi COVID-19
adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus
Disease 2019 yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa
manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau
psikologis manusia

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa,
adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang
bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan
kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disingkat dengan
SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan
kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa
peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa
berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan.

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah
perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung yang
membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat
Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di
dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan
terelenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

Pasal 2

Ruang Lingkup Dana Transfer ke Desa meliputi :

RO PR MO 00 o

Jenis Dana Transfer ke Desa,;
Penggunaan;

Penyaluran;

Pelaksanaan;

Penatausahaan dan Pelaporan;
Pemantauan SiLPA;
Larangan;

Sanksi;

Pembinaan dan Pengawasan;
Pengaduan Masyarakat; dan
Evaluasi Kinerja Pengelolaan.



BAB II
JENIS DANA TRANSFER KE DESA

Pasal 3

Jenis Dana Transfer ke Desa terdiri dari :

a. Dana Desa;

b. ADD; dan

c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 4

(1) Tujuan Dana Transfer ke Desa adalah :

a.
b.

g.
h.

mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan,;

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam
memberikan pelayanan publik di bidang pemerintahan, pembangunan,
pemberdayaan dan kemasyarakatan,;

. meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan dasar sesuai dengan

kewenangan desa;

. meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa;

. meningkatkan pengamalan nilai-nilai sosial budaya dalam rangka

menguatkan modal sosial demi terwujudnya keharmonisan, ketentraman
dan ketertiban masyarakat;

mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
menuju kemandirian desa;

mendorong pengembangan aset dan potensi desa demi peningkatan
pendapatan masyarakat desa; dan

menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.

(2) Percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, dicapai melalui :

a.

—

Peningkatan kualitas hidup melalui “Gerakan 100-0-100” melalui
penyediaan air minum layak, pengentasan rumah tidak layak huni dan
penanganan masalah sampah serta penyediaan sanitasi dasar;

. Peningkatan kualitas keluarga melalui pengembangan program

“Kampung Keluarga Berkualitas” dan Penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;

Revitalisasi program pendidikan dengan “Gerakan Kembali ke Sekolah”
melalui peningkatan akses pendidikan formal maupun non formal,
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui gerakan masyarakat
hidup bersih dan sehat, revitalisasi posyandu dan posbindu, upaya
pencegahan dan penanganan stunting serta pencegahan dan
penanggulangan Corona Virus Disease 19;

Peningkatan literasi untuk kesejahteraan melalui optimalisasi “Gerakan
Perpustakaan Seru”;

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan
keterampilan bagi warga utamanya usia produktif dan disabilitas;
Infrastruktur berkualitas yang mendukung peningkatan ekonomi
masyarakat;

Fasilitasi jaringan listrik Desa; dan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aset dan
potensi desa serta pemberdayaan masyarakat melalui sektor
pertanian/perkebunan/kehutanan/wisata/ekonomi kreatif dan sektor
lainnya sesuai dengan kearifan lokal dalam wadah BUM Desa.

(3) Sasaran program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk kelompok
masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.



(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 5
Pengelolaan keuangan Dana Transfer ke Desa merupakan satu kesatuan
dengan pengelolaan Keuangan Desa.
Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem informasi keuangan desa yang
dikembangkan oleh pemerintah daerah.
Pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib, disiplin anggaran, kepatutan, dan
kemanfaatan untuk masyarakat.

BAB III
PENGGUNAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6
Dana Transfer ke Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa  serta
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
Pemerintah desa harus menyampaikan rincian kegiatan yang didanai oleh
Dana Transfer ke Desa tahun berjalan dalam bentuk media visual atau
infografis yang terintegrasi dengan data APBDesa dan dipasang pada lokasi
strategis yang dapat diakses oleh masyarakat luas di setiap dusun paling
lambat 1 (satu) bulan setelah Perdes tentang APBDesa ditetapkan.
Contoh format media visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 7
Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) digunakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan desa dan meningkatkan kinerja pemerintahan desa.
Belanja pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan
pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan desa yang bersifat melindungi
dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya
meningkatkan kualitas pelayanan dasar sesuai dengan kewenangan desa.
Belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) digunakan untuk mencukupi
kebutuhan Desa dalam rangka mengatasi penanggulangan bencana,
keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Desa

Paragraf 1
Prinsip Penggunaan Dana Desa

Pasal 8
Penggunaan Dana Desa di susun berdasarkan prinsip:
a. Kemanusiaan yaitu sikap wuniversal yang dapat melindungi dan
memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat
manusiawi;



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

9)

b. Keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa
tanpa membeda-bedakan;

c. Kebhinekaan yaitu sikap menerima sebuah keberagaman, perbedaan
yang dipersatukan oleh rasa nasionalisme;

d. keseimbangan alam yaitu suatu keadaan dimana terjadi interaksi antara
organisme atau antar organisme dengan alam sekitar secara seimbang
dan stabil sehingga akan terbentuk harmonisasi antara mahluk hidup
dengan alam; dan

e. kepentingan nasional yaitu kepentingan kolektif dari setiap orang atau
warga negara dalam suatu negara yang selanjutnya menjadi tujuan
negara tersebut serta dijadikan sebuah motivasi untuk melakukan
interaksi dengan negara lain guna mencapai tujuan negara.

Paragraf 2
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 9
Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan
kewenangan Desa.
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan penggunaan

nya untuk :

a. program perlindungan sosial paling sedikit 40% (empat puluh
perseratus)

b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh
perseratus)

c. dukungan pendanaan penanganan Corona Viruse Disease 19 paling
sedikit 8% (delapan perseratus); dan

d. Program sektor prioritas lainnya.

Program perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

adalah BLT Desa.

Program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b, berupa :

a. pengembangan usaha  pertanian, perkebunan, perhutanan,
peternakan/atau perikanan;

b. pembangunan lumbung pangan Desa;

c. pengolahan pasca panen; dan

d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Dukungan pendanaan penanganan Corona Viruse Disease 19 sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ adalah dukungan aksi untuk mewujudkan

Desa Aman COVID.

Program sektor prioritas lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d

adalah :

a. program dan/atau kegiatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
yang mengatur mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

b. program dan/atau kegiatan prioritas Daerah.

Program dan/atau kegiatan prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) huruf b berupa pengentasan Rumah Tidak Layak Huni, jambanisasi,

pencegahan dan penanganan stunting, peningkatan gizi ibu hamil dan

balita, peningkatan akses pendidikan, dan beasiswa masyarakat miskin.

Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor

kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah.

Referensi kegiatan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 10

Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang diberikan kepada

keluarga penerima manfaat dengan kriteria sebagai berikut:

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa
bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk
dalam kategori kemiskinan ekstrem;

b. kehilangan mata pencaharian;

mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti

baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

e. keluarga miskin yang terdampak Pandemi COVID-19 dan belum
menerima bantuan; atau

f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di

tetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan Kepala Desa.

Peraturan kepala Desa atau keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) paling kurang memuat:

a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;

b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok
pekerjaan; dan

c. jumlah keluarga penerima manfaat.

Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan

bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat dan disalurkan dari RKD

ke rekening keluarga penerima manfaat.

Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di laksanakan

mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga)

bulan secara sekaligus.

Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan

bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima

manfaat BLT Desa bulan kesatu.

Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria

keluarga penerima manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga
penerima manfaat yang baru.

Dalam hal terjadi perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa

dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa,

perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan
kepala Desa atau keputusan kepala Desa.

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk

pelaksanaan BLT Desa.

P o

Pasal 11

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi
afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

(1)

Bagian Ketiga
Penggunaan ADD

Pasal 12
Penggunaan ADD diprioritaskan untuk :
penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
dukungan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
operasional Pemerintah Desa;
tunjangan BPD;

oo
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(3)

(4)
(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

operasional BPD;

insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

penghasilan Tenaga bantu di luar Perangkat Desa; dan

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan Desa dan
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
Besarnya penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Operasional Pemerintah Desa antara lain digunakan untuk tunjangan
PKPKD dan PPKD, honorarium petugas admin sistem informasi desa,
belanja barang dan jasa perkantoran serta belanja modal perkantoran.
Besarnya tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Besarnya insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
Dalam hal penghasilan tetap dan tunjangan tidak dapat terbayarkan kepada
yang berhak pada tahun anggaran berjalan, dapat dibayarkan pada tahun
anggaran berikutnya sesuai besaran penghasilan tetap dan tunjangan pada
tahun sebelumnya.

SR o

Bagian Keempat
Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 13
Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan Desa dan
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditentukan secara
tematik, berdasarkan isu strategis yang akan di intervensi secara
menyeluruh pada tahun berjalan.

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diprioritaskan untuk
Pensertifikatan Tanah Kas Desa, diutamakan melalui jalur Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap, Sertifikasi kemampuan kader teknik desa
dan/atau kegiatan yang menunjang peningkatan bagi hasil pajak dan
retribusi Daerah yang sesuai kewenangan Desa.

BAB IV
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14
Penyaluran Dana Transfer ke Desa dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bank yang ditunjuk.
RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatasnamakan Pemerintah Desa
dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
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Bagian Kedua
Tahapan Penyaluran

Pasal 15

(1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa dilakukan secara bertahap pada tahun
anggaran berjalan.

(2) Tahapan Penyaluran ADD dilakukan dengan ketentuan:

a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat Bulan
Januari setelah desa memenuhi persyaratan;

b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat Bulan Maret
setelah desa memenuhi persyaratan; dan

c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) paling cepat Bulan
Agustus setelah desa memenuhi persyaratan.

(3) Tahapan Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan ketentuan:

a. Tahap I Dana Desa sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu
Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat
bulan Juni;

b. Tahap II Dana Desa sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu
Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat
bulan Agustus; dan

c. Tahap III Dana Desa sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana
Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.

(4) Tahapan Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri
dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana Desa
setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
dan

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana
Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.

(5) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan
ketentuan :

a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus) paling cepat bulan Maret;

dan

b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus) pasca penetapan

perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(6) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua
belas) bulan.

(7) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disalurkan paling
tinggi sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap
Desa.

(8) Desa mandiri merupakan status desa dengan hasil penilaian yang dilakukan
setiap tahun dan di tetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.

(9) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Perdes tentang APBDesa yang
disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan
pengajuan penyaluran Dana Transfer ke Desa yang berkenaan dengan
pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan
menggunakan pagu tahun sebelumnya sebagaimana yang ditetapkan dalam
Peraturan Kepala Desa.
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Bagian Ketiga
Persyaratan Penyaluran

Paragraf 1
Persyaratan Penyaluran Dana Desa

Pasal 16

(1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I
kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri:

a. Perdes tentang APBDesa tahun berjalan yang telah dievaluasi oleh
Camat dan telah diundangkan oleh Sekretaris Desa;

b. Perkades tentang Penjabaran APBDesa tahun berjalan yang telah
diundangkan oleh Sekretaris Desa;

c. Perkades penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2022
yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan dari Bulan Januari sampai
Bulan Desember beserta lampiran Berita Acara Musyawarah Desa dan
Daftar hadir Musyawarah Desa;

d. Keputusan Kepala Desa tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan
PKPKD;

e. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;

f. Bukti saldo akhir RKD yang ditunjukkan melalui fotocopy buku RKD
yang dilegalisir oleh bank;

g. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;

h. Pengantar Camat; dan

i. Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa
Tahap I dari Tim Fasilitasi Kecamatan.

(2) Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I
dari Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir.

(4) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data kelengkapan
persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

Pasal 17

(1) Penyaluran Dana Desa Tahap II termasuk untuk Desa berstatus Desa
mandiri dilaksanakan setelah desa memenuhi persyaratan realisasi
penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-
rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus)
dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35%
(tiga puluh lima perseratus).

(2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II
termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri kepada Bupati melalui Camat,
dengan dilampiri :

a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya;

b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I
tahun berjalan;

c. Laporan Konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran
sebelumnya;

d. Pengantar Camat; dan

e. Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap
II dari Tim Fasilitasi Kecamatan.
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(3) Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II
dari Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(4) Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling lambat 5 (lima) hari sebelum bulan Agustus berakhir.

(5) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data kelengkapan
persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 18

(1) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk Dana Desa dilaksanakan setelah
desa memenuhi persyaratan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-
rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh
lima perseratus).

(2) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan dengan pengajuan permohonan
penyaluran oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan
dilampiri:

a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sampai
dengan tahap II;

b. Pengantar Camat; dan

c. Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa
Tahap III dari Tim Fasilitasi Kecamatan.

(3) Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III
dari Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(4) Penyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti
kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

(5) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data kelengkapan
persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 19
(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk
untuk Desa berstatus Desa mandiri, disalurkan dengan ketentuan:

a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1);

2. melakukan perekaman jumlah penerima manfaat bulan kesatu yang
berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa
untuk BLT Desa;

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan
keenam disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan
ketiga kepada Bupati;

c. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan
kesembilan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat bulan keempat sampai dengan bulan
keenam kepada Bupati;

d. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan
kedua belas disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan ketujuh sampai
dengan bulan kesembilan kepada Bupati.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada
Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2).

Paragraf 2
Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 20

Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)

huruf a dilaksanakan setelah desa menyelesaikan kewajiban laporan

penatausahaan keuangan desa tahun anggaran sebelumnya dan
penyusunan Perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berjalan
yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa yang dituangkan dalam

Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa

Tahap I.

Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)

huruf b dilaksanakan setelah desa menyelesaikan kewajiban sebagai

berikut:

a. laporan penatausaahan keuangan desa sampai dengan bulan terakhir

sebelum bulan pengajuan persyaratan oleh Desa;

b. laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran ADD Tahap I tahun

berjalan;

c. Profil Desa tahun sebelumnya;

d. Laporan Inventarisasi Aset Desa Berbasis Aplikasi tahun sebelumnya;

dan

e. Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Alokasi Dana

Desa Tahap II.

Penyaluran ADD Tahap IIl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)

huruf c dilaksanakan setelah desa menyelesaikan kewajiban laporan

sebagai berikut :

a. penatausaahan keuangan desa sampai dengan bulan terakhir sebelum
bulan pengajuan persyaratan oleh Desa;

b. laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran ADD sampai dengan
Tahap II tahun berjalan;

c. realisasi capaian penyetoran Pajak Bumi Bangunan tahun berjalan paling
sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari nilai ketetapan Pajak Bumi dan
Bangunan yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;

d. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun
sebelumnya kepada BPD dilampiri berita acara penyampaian Laporan
Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

e. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada
Bupati; dan

f. Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Alokasi Dana
Desa Tahap III.

Penatausahaan keuangan desa yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa

dan disetujui Kepala Desa, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan 1 (satu)

rangkap disampaikan kepada Camat.

Penatausahaan keuangan desa yang disampaikan kepada Camat sebagai

bahan pembinaan kepada pemerintah Desa.

(6) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data dokumen persyaratan

penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3).
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(7) Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa
dari Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)
huruf e dan ayat (3) huruf e tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Persyaratan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 21

(1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a dilaksanakan
bersamaan dengan penyaluran ADD Tahap II setelah desa memenuhi
persyaratan penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (2).

(2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap II
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b dilaksanakan
setelah desa mencapai target realisasi penyetoran Pajak Bumi dan
Bangunan tahun berjalan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus)
dari nilai ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuktikan dengan
surat keterangan Camat.

Bagian Keempat
Pencairan Dana Transfer ke Desa

Pasal 22

(1) Pencairan Dana Transfer ke Desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pencairan Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengajukan SPPU dan Pengantar Kepala Desa kepada
bank yang ditunjuk dan ditembuskan kepada Camat.

(3) Pencairan Dana Transfer ke Desa untuk kegiatan pembangunan fisik dapat
dilakukan setelah desa menyelesaikan Dokumen RAB Teknis dan Gambar
yang telah disahkan serta mendapatkan PBG khusus untuk pekerjaan
konstruksi bangunan gedung dan/atau prasarana dan sarana bangunan
gedung

(4) Pencairan Dana Transfer ke Desa dari RKD pada bank sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala
Desa dan Kaur Keuangan.

(5) Setelah proses pencairan Dana Transfer ke Desa dari RKD dilaksanakan,
Kaur Keuangan harus menyerahkan dana kegiatan kepada Pelaksana
Kegiatan Anggaran dalam suatu musyawarah desa.

(6) Penyerahan dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang
dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima dana kegiatan.

(7) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB V
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 23
(1) Dalam hal Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran tidak dapat
melakukan kegiatan sendiri karena sifat dan jenis kegiatan, maka dibentuk
Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
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(2)

(3)
(4)

()

(6)

(7)

(8)

)

(10)

(1)

(2)

(3)

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat
Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri
atas:

a. ketua;

b. sekretaris; dan

c. anggota.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana

kewilayahan dan/atau perangkat desa non jabatan.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang dan

harus berjumlah ganjil.

Dalam hal terdapat kegiatan yang pembentukan timnya telah diatur secara

khusus, ketentuan pembentukannya mengikuti ketentuan perundangan

yang dimaksud.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. memfasilitasi penyusunan RAB teknis dan gambar serta persetujuan
bangunan gedung untuk pekerjaan konstruksi bangunan gedung
dan/atau prasarana dan sarana bangunan gedung;

b. melaksanakan survey harga barang setempat sebagai dasar pembuatan
RAB teknis;

c. membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan yang
telah ditetapkan di dalam APBDesa;

d. membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan
pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola maupun melalui
penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

e. melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan
penyerapan anggaran kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Tim Pelaksana Kegiatan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada

Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Berita Acara Serah Terima.

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung dan/atau

prasarana dan sarana bangunan gedung, Tim Pelaksana Kegiatan untuk

memenuhi ketentuan yang mengatur terkait PBG mulai dari proses
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Contoh format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Berita Acara Serah

Terima kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (7) tercantum dalam Lampiran

VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Contoh format RAB teknis dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) huruf a dan survey harga barang setempat sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
RAB Teknis dan Gambar

Pasal 24
Setiap pekerjaan konstruksi wajib dilaksanakan setelah RAB Teknis dan
Gambar disahkan serta mendapatkan PBG khusus untuk pekerjaan
konstruksi bangunan gedung dan/atau prasarana dan sarana bangunan
gedung.
RAB teknis dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
perencana yang memiliki kemampuan teknis.
Kemampuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan
sertifikat keahlian sesuai dengan jenis pekerjaan konstruksi yang
dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
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(4) Dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan secara bertahap, RAB Teknis
dan Gambar wajib disusun perencana 100% (seratus perseratus) di tahun
pertama dan dilakukan evaluasi perencanaan tahun selanjutnya.

(5) RAB teknis dan gambar untuk pekerjaan disahkan oleh perencana dan
disetujui oleh Kepala Desa.

(6) RAB Teknis kegiatan yang didanai oleh Dana Transfer ke Desa disusun
dengan berpedoman pada ketentuan standar satuan harga pemerintah
Daerah dengan mempertimbangkan harga setempat yang disusun oleh Tim
Pelaksana Kegiatan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dengan Program Padat Karya Tunai Desa

Pasal 25

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan mengutamakan prinsip:

a. swakelola, artinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan
secara mandiri oleh Desa dan tidak dikontrakkan kepada pihak
ketiga/kontraktor swasta, maupun kontraktor dari luar desa;

b. menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat, atau bersifat
padat karya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan
pendapatan bagi mereka yang bekerja; dan

c. menggunakan bahan baku atau material setempat, agar dapat
menumbuhkembangkan usaha kegiatan ekonomi produktif desa,
sehingga dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat yang
memiliki bahan baku seperti batu, pasir, kayu, bambu dan lainnya.

(2) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa dialokasikan untuk upah pekerja paling
sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total biaya per kegiatan yang
dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

(3) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memprioritaskan
sasaran antara lain penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala
keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal
lainnya.

(4) Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:

a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan meliputi:

1. pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan
perkebunan;

2. pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran
dan lain-lain; dan

3. penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan
perkebunan.

b. wisata Desa meliputi:

1. kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

2. kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

3. membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.

c. perdagangan logistik pangan meliputi:

1. pemeliharaan bangunan pasar;

2. badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama
berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk
dijual kembali di pasar yang lebih luas;

3. badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama
memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk
melakukan produksi; dan

4. tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau
badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang
menguntungkan di Desa.
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d. Perikanan meliputi:

1. pemasangan atau perawatan karamba bersama;

2. bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

3. membersihkan Tempat Pelelangan Ikan dan tempat penjualan ikan
lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha
milik Desa bersama.

e. Peternakan meliputi:

1. membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama,;

2. penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola
badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
dan

3. kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik
Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak
untuk pupuk organik.

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan meliputi:

1. perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan
usaha milik Desa bersama;

2. perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

3. penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui
dana Desa.

Bagian Keempat
Tim Pengawas Kegiatan

Pasal 26

(1) Pelaksanaan kegiatan oleh Tim Pelaksana Kegiatan diawasi oleh Tim
Pengawas secara berkala.

(2) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik
maupun administrasi kegiatan.

(3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. 1 (satu) orang wajib berasal dari unsur pejabat pada kecamatan; dan

b. 2 (dua) orang dapat berasal dari instansi yang membidangi pekerjaan
umum dan penataan ruang tingkat kecamatan, perangkat desa, tokoh
masyarakat.

(4) Hasil pengawasan sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

(5) Contoh format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan/ Pembentukan
Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format Berita Acara
Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 27
Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dana
Transfer ke Desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa yang
merupakan bagian dari Penatausahaan Keuangan Desa.
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Pasal 28

(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

9)

keluaran Dana Transfer ke Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Camat

yang terdiri atas:

a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Transfer ke
Desa Tahap I yang berisi laporan penggunaan Dana Transfer ke Desa
Tahap I sesuai dengan kondisi sampai bulan terakhir dilaporkan;

b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Transfer ke
Desa Sampai Dengan Tahap II yang berisi laporan penggunaan Dana
Transfer ke Desa Tahap I dan Tahap II sesuai dengan kondisi sampai
bulan terakhir dilaporkan; dan

c. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Transfer ke
Desa sampai dengan Tahap IIl yang berisi laporan penggunaan Dana
Transfer ke Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III, sesuai dengan kondisi
sampai dengan akhir tahun anggaran.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Transfer ke Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa;

b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Alokasi Dana Desa;
dan

c. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah.

Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Transfer

ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c

tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Penyusunan laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel

referensi data bidang, kegiatan, uraian output, volume output, satuan output,
dan capaian output.

Tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian output, volume output, satuan

output, dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum

dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Format Laporan konvergensi pencegahan stunting tahun sebelumnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c tercantum dalam

Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Seluruh penggunaan Dana Transfer ke Desa yang tertuang dalam laporan

realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Transfer ke Desa wajib

disampaikan kepada BPD melalui forum musyawarah dan dituangkan
dalam berita acara penyampaian laporan realisasi penggunaan dana
transfer ke desa.

Format berita acara penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana

Transfer ke Desa kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pemerintah desa harus menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan

capaian keluaran Dana Transfer ke Desa sampai dengan Tahap III tahun

berjalan dalam bentuk media visual atau infografis yang terintegrasi dengan

Laporan Pertanggungjawaban APBDesa dan dipasang pada lokasi strategis

yang dapat diakses oleh masyarakat luas di setiap dusun.
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BAB VII
PEMANTAUAN SISA DANA TRANSFER KE DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

(1) Bupati melakukan pemantauan atas SiLPA Dana Transfer ke Desa di RKD
dan/atau capaian keluaran Dana Transfer ke Desa.

(2) Dalam hal pemantauan atas SiLPA Dana Transfer ke Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditemukan SiLPA Dana Transfer ke Desa, Bupati
meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Transfer ke
Desa tersebut dan/atau meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua
Sisa Dana Desa

Pasal 30
(1) Ketentuan Sisa Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pemantauan Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mengetahui besaran Sisa Dana Desa di RKD Tahun
Anggaran 2022.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 31
Setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan Dana Transfer ke Desa dilarang
melakukan  tindakan  korupsi, kolusi dan nepotisme dan/atau

menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 32
Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dilarang melakukan pekerjaan
pemborongan, dan penjualan barang dan/atau jasa atau bertindak sebagai
penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan yang berkaitan dengan
Pemerintah Desa dan kekayaan milik Desa.

Pasal 33

Dana Transfer ke Desa dilarang digunakan untuk:

a. melaksanakan kegiatan kepentingan pribadi/perorangan, kegiatan
kelompok/golongan yang tidak mendukung pencapaian tujuan Dana
Transfer ke Desa;

b. melaksanakan kegiatan politik; dan

c. melaksanakan kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup.

BAB IX
SANKSI

Pasal 34
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31, diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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(2) Dalam hal Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD melanggar ketentuan
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diberikan sanksi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal desa melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (8 dan Pasal 33, maka kegiatan tersebut dapat
dihentikan oleh Bupati dan selanjutnya menjadi SiLPA tahun anggaran
berikutnya.

Pasal 35

(1) Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (3), selisih antara pagu anggaran Dana Desa untuk BLT
Desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana Desa untuk
BLT Desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD;

(2) Atas selisih antara pagu anggaran Dana Desa untuk BLT Desa yang
seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
yang telah dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan kebijakan realokasi Dana Desa antarDesa dalam wilayah
kabupaten/kota;

(3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua
belas) bulan pada Tahun Anggaran 2022, dikenakan sanksi pemotongan
Dana Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Desa yang akan
disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2023.

(4) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dikecualikan bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana
Desa Tahun Anggaran 2022.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan
keuangan Dana Transfer ke Desa yang terintegrasi dengan pembinaan dan
pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 37

(1) Pembinaan Dana Transfer ke Desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

(2) Dalam pembinaan Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa
Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.

(3) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut:

a. menyusun kebijakan tentang Dana Transfer ke Desa;

b. melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebijakan tentang
Dana Transfer ke Desa;

c. memberikan bimbingan teknis/orientasi kepada Desa;

d. melaksanakan koordinasi perkembangan pelaksanaan Dana Transfer ke
Desa;
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(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(1)
(2)

e. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
dana transfer ke desa dalam setiap proses tahapan kegiatan;

f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan
masyarakat dan pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada instansi
pengawas fungsional; dan

g. memberikan laporan pengelolaan Dana Transfer ke Desa kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim

Fasilitasi dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten.

Dalam hal pembinaan Dana Transfer ke Desa di tingkat Kecamatan

dibentuk Tim Fasilitasi Kecamatan dengan Keputusan Camat.

Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:

a. penasehat;

b. ketua;
c. sekretaris; dan
d. anggota.

Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5S) mempunyai
tugas sebagai berikut:

a. melaporkan pelaksanaan Dana Transfer ke Desa;

b. mengevaluasi pelaksanaan Dana Transfer ke Desa setiap tahunnya;

c. membuka layanan kotak pengaduan masyarakat;

d. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melaporkan kepada
Bupati;

e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pencairan,

pelaksanaan kegiatan dan pelaporan Dana Transfer ke Desa secara
berkala;

f. memverifikasi kelengkapan dokumen laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran Dana Transfer ke Desa,;

g. memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran dan
pencairan dana transfer ke desa;

h. memverifikasi kelengkapan dokumen penatausahaan Dana Transfer ke
Desa; dan

i. mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembinaan
penyusunan RAB dan gambar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Tim

Fasilitasi Kecamatan dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional

Kecamatan.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 38

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Transfer ke Desa merupakan

bagian dari pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengawasan oleh APIP dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi dan
pemeriksaan atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;

b. pengawasan oleh Camat dalam bentuk :

1. evaluasi rancangan peraturan Desa terkait APBDesa;
2. evaluasi pengelolaan keuangan Desa; dan
3. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan Desa;

c. pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa selaku Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka meningkatkan
kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa
dan pelaksana kegiatan;
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d. pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja pemerintah desa;

e. pengawasan oleh masyarakat dalam bentuk pemantauan yang
dilakukan melalui partisipasi dalam musyawarah, penyampaian aspirasi
dan pengaduan.

BAB XI
PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 39

(1) Pengaduan masyarakat tentang permasalahan pelaksanaan Dana Transfer
ke Desa disampaikan secara tertulis kepada BPD yang memuat paling
sedikit:
a. nama dan alamat pelapor;
b. pihak terlapor; dan
Cc. uraian permasalahan.

(2) BPD wajib menindaklanjuti laporan permasalahan Dana Transfer ke Desa
sesuai dengan hak dan kewenangannya.

(3) Mekanisme dan prosedur layanan aduan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tata tertib BPD.

(4) Mekanisme lain dalam penyampaian pengaduan dapat melalui Kanal Lapor
Bupati Wonosobo.

BAB XII
EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DESA

Pasal 40
(1) Bupati dapat melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan keuangan Dana
Transfer ke Desa berdasarkan indikator ketertiban administrasi pengelolaan
keuangan desa.
(2) Atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat
memberikan penghargaan kepada desa.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

(1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa
yang tidak dapat terbayarkan kepada yang berhak pada Tahun Anggaran
2021, dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2022 sesuai besaran
penghasilan tetap dan tunjangan pada Tahun 2021.

(2) Untuk memenuhi persyaratan terkait kemampuan teknis perencana, Desa
melakukan penunjukkan kader teknik Desa.

(3) Kader teknik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan adalah
Kepala Urusan Perencanaan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan/atau masyarakat yang memenuhi persyaratan, yang selanjutnya
dilakukan pelatihan yang pendanaannya bersumber dari APBDesa.
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BAB XIV
KERUGIAN KEUANGAN

Pasal 42

(1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan pihak yang terkait
langsung dengan pelaksanaan Dana Transfer ke Desa yang karena
perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang
dibebankan kepadanya dan secara langsung merugikan keuangan desa,
wajib mengganti kerugian tersebut.

(2) Kerugian keuangan Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam pedoman pengelolaan
keuangan desa dan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI WONOSOBO,
ttd
AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 NOMOR 48

Sali uai dengan aslinya
/KEPALABAGIAN HUKUM
SEKRETARL(I’ DAERNK BUPATEN WONOSOBO

1 19-7'2'1'110 199803 1 013
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Lampiran I : Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor 48 Tahun 2021

CONTOH MEDIA VISUAL ATAU INFOGRAFIS
RENCANA PENGGUNAAN DANA TRANSFER KE DESA
TERINTEGRASI DENGAN INFOGRAFIS APBDESA

DESA SUKAJADI KECAMATAN ASKABIRU

RP 2 MILYAR

Pendapatan Rp 1.7 M | | Belanja Rp 2 M | | Pembiayaan Rp 300 juta

Bidang Penyelenggaraan Bidang Pelaksanaan

4 Bidang Penanggulangan
Pemerintahan Pembangunan

bendana, keadaan darurat &
mendesak

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

o\ ® o

5% o
ﬁ@ 3 ".::":’ S ® & e

Bidang Pembinaan
Kemaryarakatan

" 3

RP. 680 JUTA

,gg%ﬁ;ﬁ R : ° ‘i‘ :

RP. 790 JUTA RP. 200 JUTA RP. 120 JUTA

Penyelenggaraan
HUTRIRp ... ..

« Operasional
Pemerintahan Desa

Rp....
(Penanggung
Jawab: ...)

« Pelatihan

Keuangan DesaRp
... (Penanggung
Jawab: ...)

(Penanggung
Jawab: )

= Pembangunan

rumah layak huni

(Penanggung
Jawab: )

{(Penanggung
Jawab: )

« Fasilitasikegiatan
keterampilan bagi
difabel Rp
{(Penanggung
Jawab: _..)

(Penanggung
Jawab: ...

« Fasilitasi

siskamling desa

(Penanggung
Jawab: ...

(Penanggung
Jawab: .._)

» Keadaan Darurat

(Penanggung
Jawab: ..}

Layanan Pengaduan Masyarakat : BPD Desa Sukajadi
No. Telp . .. Email ... Kantor: ...

Mari MaJu BErsaMA DEMI DESA SUKAJADI
YANG MAKMUR, LESTARIDAN BEBAS KEMISIKINAN

*Desain diatas hanya merupakan contoh, desa dapat mengembangkan desain sendiri akan
tetapi tetap memperhatikan konten substansi informasi, minimal seperti pada contoh gambar di
atas yakni nama kegiatan, besaran nominal kegiatan dan penanggung jawab kegiatan
serta mencantumkan layanan pengaduan masyarakat yang dikelola oleh Badan
Permusyawaratan Desa.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT



Lampiran II : Peraturan Bupati Wonosobo

Nomor 48 Tahun 2021

MAPPING PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018
KETENTUAN PERATURAN PERMENDESAPDTT NOMOR 7
PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2021 BIDANG, SUB KEGIATAN
TAHUN 2021 KODE REKENING l;E GIATAN ’ KETERANGAN

Program perlindungan sosial
berupa Bantuan Langsung
Tunai Desa paling sedikit
40% (empat puluh
perseratus);

Pemulihan ekonomi nasional sesuai
kewenangan Desa,;

Penanggulangan kemiskinan, untuk
mewujudkan Desa tanpa
kemiskinan;

Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan
melalui Bantuan Langsung Tunai
Dana Desa;

Pemberian bantuan sosial berupa
Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Sub Bidang Keadaan Mendesak

5|3
Desa
51310 Keadaan Mendesak Desa
5(3]0 Belanja Tak Terduga
5(3|o0|5|4]| 1] |Bantuan Langsung Tunai (BLT) = g/ (409 DD 2022)

Dana Desa

Program ketahanan pangan
nabati dan hewani paling
sedikit 20% (dua puluh
persen);

Penguatan ketahanan pangan nabati
dan hewani untuk mewujudkan Desa
tanpa kelaparan

penguatan ketahanan pangan nabati
dan hewani:

a. Pengembangan usaha pertanian,
perkebunan, perhutanan,
peternakan dan/atau perikanan




KETENTUAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 104

PERMENDESAPDTT NOMOR 7

PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018

TAHUN 2021 BIDANG, SUB KEGIATAN,
TAHUN 2021 KODE REKENING KEGIATAN KETERANGAN
5 Sub Bidang Kehutanan dan
Lingkungan Hidup
Penyediaan bibit, pupuk, Honor
511 Pengelolaan Hutan Milik Desa Tim/Petugas/tenaga Ahli/Narasumber,
ATK.
Penyediaan bibit, pupuk, Honor
S|2 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa |Tim/Petugas/tenaga Ahli/Narasumber,
ATK.
Sosialisasi, Penyuluhan tentang lingkungan
Pelatihan /Sosialisasi/ hidup dan kehutanan; dapat mencakup
513 Penyuluhan/Penyadaran tentang ATK, pembuatan banner, mamin peserta,
Lingkungan Hidup dan Kehutanan |Honor Tim/Petugas/tenaga
Ahli/Narasumber.
Sub Bidang Kelautan dan
1 .
Perikanan
Pemeliharaan Karamba/Kolam Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan
111 . o atau Bangunan karamba (darat/laut) dan
Perikanan Darat Milik Desa . o
kolam perikanan darat milik Desa
Pembangunan karamba (darat/laut) dan
Pembangunan/Rehabilitasi/ kolam perikanan darat milik desa yang
1(3 Peningkatan Karamba/Kolam baru atau rehabilitasi/peningkatan
Perikanan Darat Milik Desa** karamba (darat/laut) dan kolam perikanan
darat milik desa.
Penyediaan barang dan jasa yang
115 Bantuan Perikanan diserahkan pada masyarakat berupa
(Bibit/Pakan/dst) penyediaan bantuan Bibit/perlengkapan
(Pakan)
Pelatihan/Bimtek /Pengenalan Pelatihan/Bimtek /Pengenalan TTG untuk
116 Tekonologi Tepat Guna untuk meningkatkan produksi hasil bidang
Perikanan Darat/Nelayan** perikanan darat
Sub Bidang Pertanian dan
2
Peternakan




KETENTUAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 104

PERMENDESAPDTT NOMOR 7

PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018

TAHUN 2021 BIDANG, SUB KEGIATAN,
TAHUN 2021 KODE REKENING KEGIATAN KETERANGAN
Peningkatan Produksi Tanaman
ol 1 Pangan (Alat Produksi dan Penyediaan alat produksi/Bibit/pupuk
pengolahan pertanian, penggilingan |untuk bidang pertanian
Padi/jagung, dll)
Penyediaan alat produksi/bibit/pakan
Peningkatan Produksi Peternakan untuk bidang peternakan. (Pembelian bibit
212 (Alat Produksi dan pengolahan ternak termasuk dalam belanja modal yang
peternakan, kandang, dll) selanjutnya dikelola BUMDesa, dengan
pekerja adalah peternak)
Pelatihan/Bimtek /Pengenalan Pelatihan/Bimtek /Pengenalan TTG untuk
215 Tekonologi Tepat Guna untuk meningkatkan produksi hasil bidang
Pertanian/Petrernakan** Pertanian/Peternakan
b. Pembangunan lumbung pangan
Desa;
9 Sub Bidang Pertanian dan
Peternakan
2|3 Penguatan Ketahanan Pangan Pembangunan/pengelolaan/ pemeliharaan
Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) Lumbung Desa.
c. Pengolahan pasca panen
Sub Bidang Kelautan dan
1 .
Perikanan
Pelatlhan/'B1mtek/ Pengenalan Pelatihan/Bimtek/Pengenalan TTG
116 Tekonologi Tepat Guna untuk . .
Perikanan Darat/Nelayan** pengolahan pasca panen bidang perikanan
9 Sub Bidang Pertanian dan
Peternakan
Peningkatan Produksi Tanaman
o1 Pangan (Alat Produksi dan Penyediaan alat produksi dan pengolahan
pengolahan pertanian, penggilingan |pasca panen untuk bidang pertanian
Padi/jagung, dll)




KETENTUAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 104

PERMENDESAPDTT NOMOR 7

PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018

TAHUN 2021 BIDANG, SUB KEGIATAN,
TAHUN 2021 KODE REKENING KEGIATAN KETERANGAN
Peningkatan l?roduks1 Peternakan Penyediaan alat produksi dan pengolahan
212 (Alat Produksi dan pengolahan asca panen untuk bidang peternakan
peternakan, kandang, dll) P P EP
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Pelatihan/Bimtek/Pengenalan TTG
215 Tekonologi Tepat Guna untuk pengolahan pasca panen bidang
Pertanian/Petrernakan** Pertanian/Peternakan
d. Penguatan ketahanan pangan
lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan
dalam Musyawarah Desa
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan
3
Penataan Ruang
. . Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan
313 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan/Prasarana atas Jalan Usaha Tani
Pemeliharaan Embung Milik Desa yang
3|8 Pemeliharaan Embung Milik Desa menunjang ketahanan Pangan Nabati dan
Hewani
Perr%bangunan/ Rehabilitasi/ Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan
3 (12 Peningkatan/Pengerasan Jalan .
. Jalan Usaha Tani
Usaha Tani **
Pembangunan/Rehabilitasi/ Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan
3 (19 Peningkatan/Pengerasan Embung Embung milik Desa yang menunjang
Desa ** ketahanan pangan nabati dan hewani
Sub Bidang Pertanian dan
2
Peternakan
. . Pemeliharaan Irigasi tersier/sederhana
Pemeliharan Saluran Irigasi .
24 . akses ke lahan pertanian, perkebunan atau
Tersier/Sederhana
hutan Desa
Dukungan pendanaan
penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19)
paling sedikit 8% (delapan
persen);




KETENTUAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 104

PERMENDESAPDTT NOMOR 7

PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018

TAHUN 2021 BIDANG, SUB KEGIATAN,
TAHUN 2021 KODE REKENING KEGIATAN KETERANGAN
1 Sub Bidang Penanggulangan
Bencana
10 Penanggulangan Bencana

Pencegahan dan Penanganan Covid

1. Rumabh Isolasi (optional/jika
dibutuhkan)

Makan-minum, Obat/perlengkapan
kesehatan untuk penghuni dan
petugas medis/jaga rumah isolasi, sewa
rumah /ruang isolasi, listrik, air bersih
rumah /ruang isolasi (semua belanja
bersifat optional/jika dibutuhkan)

2. Dukungan
Testing/Tracing/Treatment
Kesehatan

Makan-minum petugas/pembantu petugas
dan Obat/perlengkapan kesehatan yang
dipakai diutamakan dukungan Vaksinasi
(semua belanja bersifat optional/jika
dibutuhkan)

3. Promosi Kesehatan dan Cek
Kesehatan

Pencetakan leaflet, pamflet dan bahan lain
untuk promosi kesehatan, Makan-minum
petugas/pembantu petugas,
Obat/perlengkapan kesehatan yang
dipakai, sewa peralatan (sound system)
dalam rangka promosi kesehatan/keliling
desa, sewa kendaraan dalam rangka
promosi kesehatan/keliling desa (semua
belanja bersifat optional/jika dibutuhkan)

4. Banner dan Alat Peraga

Pencetakan banner dan lainnya, Bahan dan
material untuk alat peraga (semua belanja
bersifat optional/jika dibutuhkan)




KETENTUAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 104
TAHUN 2021

PERMENDESAPDTT NOMOR 7
TAHUN 2021

PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018

KODE REKENING

BIDANG, SUB KEGIATAN,
KEGIATAN

KETERANGAN

5. Atribut Kesehatan (APD, Masker,
faceshield, HS, arcrilic pembatas,
thermogun, tempat cuci tangan dan
sabun)

Pembelian APD, Sabun, Masker, Face
shield, HS, acrylic pembatas, tempat cuci
tangan portable (tidak permanen),
thermogun (yang secara harga dan
kebijakan akuntansi bukan termasuk
belanja modal) (semua belanja bersifat
optional/jika dibutuhkan)

6. Disinfektasi Rumah/Sarana
Publik

Pembelian cairan disinfektan, peralatan
disinfektan (yang bukan masuk kategori
belanja modal, optional/jika dibutuhkan),
Honor petugas pelaksana, Alat tabung
semprot ukuran besar (masuk kategori
belanja Modal) (semua belanja bersifat
optional/jika dibutuhkan)

7. Sekretariat Satgas Penanganan
COVID-19 di Desa

ATK dan Makan minum satgas

Sub Bidang Keadaan Mendesak

3 Desa
0 Keadaan Mendesak Desa
3|10 Belanja Tak Terduga

Bantuan Bahan Pangan/Sembako

Bantuan sembako bagi keluarga miskin/
terdampak yang membutuhkan

Bantuan Pengobatan

Bantuan pengobatan bagi keluarga
miskin/terdampak yang membutuhkan

Program sektor prioritas
lainnya.

Masukkan permendes 7/2021, dari matriks
baru ditambah : rekening 4 : penguatan
modal BUMDesa - rekening 6 penyertaan
BUMDesa




KETENTUAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 104

PERMENDESAPDTT NOMOR 7

PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018

TAHUN 2021 BIDANG, SUB KEGIATAN,
TAHUN 2021 KODE REKENING KEGIATAN KETERANGAN
program dan/atau kegiatan Pendataan Desa, pemetaan potensi
sebagaimana telah diatur dan sumber daya, dan pengelolaan
dalam Peraturan yang teknologi informasi dan komunikasi
mengatur mengenai Prioritas |sebagai upaya memperluas
Penggunaan Dana Desa Tahun |kemitraan untuk pembangunan Desa
2022 ; (Pemutakhiran SDGs Desa)
Sub Bidang Administrasi
3 Kependudukan Pecatatan Sipil,
Statistik dan Kearsipan
Pemetaan dan analisis kemisikinan Pengg.a ndgan Questioner, mamin rapat
35 Desa secara partisipatif koordinasi enumerator dengan Pemdes,
ATK dan honor enumerator,
Sub Bidang Tata Praja
4 Pemerintahan, Perencanaan,
Keuangan dan Pelaporan
Penyelenggaraan Musyawarah Desa
419 Lainnya (musdus, rembug warga dll, |Musdes, Musdus terkait pemutakhiran
yang bersifat non reguler sesuai SDGs Desa
kebutugan Desa)
Pencegahan stunting untuk
mewujudkan Desa sehat dan
sejahtera (Stunting)
2 Sub Bidang Kesehatan
ol 1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan
Desa (PKD)/Polindes milik Desa
212 Penyelenggaraan Posyandu
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang
213
Kesehatan
Penyelengaaran Desa siaga
2|4
Kesehatan
216 Pengasuhan Bersama atau Bina
Keluarga Balita
A Pemeliharaan sarana/prasarana
Posyandu/Polindes/PKD




KETENTUAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 104

PERMENDESAPDTT NOMOR 7

PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018

TAHUN 2021 BIDANG, SUB KEGIATAN,
TAHUN 2021 KODE REKENING KEGIATAN KETERANGAN
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk
219 atan/Pengadaan sarana/Prasarana
Posyandu/Polindes/PKD
4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk
411 atan Sumber Air Bersih Milik Desa
(Mata air/ Tandn Penampungan Air
Hujan/ Sumur Bor, dll)**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk
4 (12 atan Sambungan Air Bersih ke
Rumah Tangga (Pipanisasi, dll)**
Penanggulangan kemiskinan, untuk
mewujudkan Desa tanpa
kemisikinan (Pengentasan RTLH)
4 Sub Bidang Kawasan Permukiman
. . Rehab Rumah Tidak Layak Huni sesuai
4 (1 Rehab Rumah Tidak Layak Huni Kebutuhan dengan variabel ALADIN (Alas,
(RTLH) . .
Lantai atau Dinding)
Penanggulangan kemiskinan, untuk
mewujudkan Desa tanpa
kemisikinan (Jambanisasi)
4 Sub Bidang Kawasan Permukiman
Pembangunan /Rehabilitasi/Peningk
4116 atan Sistem Pembuangan Air Pembangunan Jambanisasi Rumah Tangga
Limbah (Drainase, Air Limbah (Toilet Leher angsa + Septitank)
Rumah Tangga)
SDGs Desa 4; Desa Peduli
pendidikan (Pendidikan)
1 Sub Bidang Pendidikan




KETENTUAN PERATURAN PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018

PERMENDESAPDTT NOMOR 7

PRESIDEN NOMOR 104
TAHUN 2021 BIDANG, SUB KEGIATAN,
TAHUN 2021 KODE REKENING KEGIATAN KETERANGAN

Penyelengaraan

2111 PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non
Formal milik Desa

211]2 Dukungan penyelengaraan PAUD

21113 Penyuluhan dan pelatihan

pendidikan bagi masyarakat

Pemeliharaan sarana dan prasarana
2(11]4 Perpustakaan Desa/Taman Bacaan
Desa/Sanggar Belajar milik Desa

Pemeliharaan sarana dan prasarana
211|535 PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non
Formal milik Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/peningk
atan/pengadaan
sarana/prasarana/alat peraga
edukatif (APE)
PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non
Formal milik Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/peningk
atan sarana prasarana
perpustakaan Desa/Taman Bacaan
Desa/Sanggar Belajar milik Desa

Pengelolaan Perpustakaan Milik
Desa/

Dukungan Pendidikan bagi siswa
miskin/berprestasi

Pembentukan, pengembangan dan
peningkatan kapasitas pengelolaan
BUMDes/ BUMDesma untuk
pertumbuhan ekonomi Desa merata

Sub Bidang Dukungan Penanaman
Modal




KETENTUAN PERATURAN PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018

PERMENDESAPDTT NOMOR 7

PRESIDEN NOMOR 104
TAHUN 2021 BIDANG, SUB KEGIATAN,
TAHUN 2021 KODE REKENING KEGIATAN KETERANGAN

4l6l1 Pembentukan BUM Desa (Persiapan
dan Pembentukan Awal BUM Desa)
Pelatihan Pengelolaan BUM Desa

4162 (Pelatihan yang dilaksanakan oleh
Desa)

416190 Penguatan BUM Desa

6|2 Pengeluaran Pembiayaan

6(2]2 Penyertaan Modal Desa

BUPATI WONOSOBO

ttd

AFIF NURHIDAYAT




Lampiran III :

Peraturan Bupati Wonosobo

Nomor 48 Tahun 2021

Format A : Lembar Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahap I

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I

DESA
KECAMATAN
ADA/
NO JENIS YANG DIVERIFIKASI URAIAN CATATAN
TIDAK
1 |Perdes APBDes tahun 2022 Telah dievaluasi & ditetapkan Kepala Desa

dan diundangkan oleh Sekdes

- Matriks keluaran Mitra Desa

- Berita Acara Kesepakatan Bersama
Kades dan BPD tentang Penetapan
Raperdes

- Daftar penyertaan modal

- Daftar pembentukan dana
cadangan

- Daftar kegiatan yang belum
dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya

Perkades Penjabaran APBDesa

K i APBD
2 tahun 2022 esesuaian dengan es
- Matriks penjabaran keluaran Mitra
Desa
- RAK
- DPA (RKA, RKK, RAB)
Perkades Penetapan KPM BLT Desa beserta lampiran Berita Acara .
3 Musyawarah Desa dan Daftar hadir
tahun 2022
Musyawarah Desa
Keputusan Kepala Desa tentang Kesesuaian komposisi tim dengan Perbup
4 [Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Wonosobo tentang Pedoman Pengelolaan
PKPKD Keuangan Desa
Keputusan Kepala Desa tentang Kesesuaian komposisi tim dengan Perbup
4 |Pembentukan Tim Pelaksana Wonosobo tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Dana Transfer ke Desa Tahun 2022
S |Copy Nomor Rekening Kas Desa Nama rekening
Nomor rekening
Kesesuaian jumlah SILPA dg saldo di
rekening
Legalisir bank
6 |Copy NPWP

Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan sebagai persyaratan penyaluran
dan membebaskan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Kecamatan atas ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan

TIM PENDAMPING KECAMATAN

1 Penanggungjawab

2 Ketua

3 Sekretaris
4 Anggota
S5 Anggota



Format B : Lembar Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahap II

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II

DESA
KECAMATAN
ADA/
NO JENIS YANG DIVERIFIKASI TIDAK URAIAN CATATAN

Laporan Realisasi Penyerapan dan

Dilengkapi foto Kegiatan Realisasi

1 |Capaian Keluaran Dana Desa Penggunaan Dana Desa s.d. Tahap III
tahun anggaran sebelumnya tahun anggaran sebelumnya
rata-rata realisasi
Laporan Realisasi Penyerapan dan . . . L penyerapan minimal
2 |Capaian Keluaran Dana Desa Tahap Dilengkapi foto Kegiatan Realisasi sebesar 50% & rata-rata
. Penggunaan Dana Desa Tahap I . ..
I tahun berjalan capaian keluaran minimal
35%
Laporan Konvergensi pencegahan
3 [stunting tingkat Desa tahun

anggaran sebelumnya

Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan sebagai persyaratan penyaluran
dan membebaskan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Kecamatan atas ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan

TIM PENDAMPING KECAMATAN
1 Penanggungjawab
2 Ketua
3 Sekretaris
4 Anggota
5 Anggota




Format C : Lembar Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahap III

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II

DESA
KECAMATAN
ADA/
NO | JENIS YANG DIVERIFIKASI | . o0 URAIAN CATATAN

Laporan Realisasi Penyerapan
dan Capaian Keluaran Dana Desa
sampai dengan Tahap II

Laporan Realisasi Penyerapan dan
Capaian Keluaran Dana Desa (DD)

rata-rata realisasi penyerapan
minimal sebesar 90% & rata-
rata capaian keluaran minimal
75%

Foto Kegiatan Realisasi
b Penggunaan Dana Desa s.d.

Tahap II

Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan sebagai persyaratan
penyaluran dan membebaskan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Kecamatan atas ketidakbenaran data dan dokumen

yang disampaikan

TIM PENDAMPING KECAMATAN

1 Penanggungjawab

2 Ketua

3 Sekretaris
4 Anggota
S Anggota

TANDA TANGAN

BUPATI WONOSOBO,
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Lampiran IV : Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor 48 Tahun 2021

Format A : Lembar Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP I

DESA
KECAMATAN
ADA/
NO JENIS YANG DIVERIFIKASI TIDAK URAIAN CATATAN
TR o .
1 Laporan penatausahaan keuangan Lengkap bulan ............ sud. ciiieiinnnnn. W.aJ lb. lengkap, cukup di
desa tahun sebelumnya arsip di Kecamatan
5 Perdes tentang Rencana Kerja telah diundangkan oleh Sekretaris
Pemerintah Desa tahun 2022 Desa
Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan sebagai persyaratan
penyaluran dan membebaskan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Kecamatan atas ketidakbenaran data dan dokumen
yang disampaikan

TIM PENDAMPING KECAMATAN TANDA TANGAN
1 Penasehat
2 Ketua
3 Sekretaris e,
4 Anggota e
5 Anggota




Format B : Lembar Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP II

DESA
KECAMATAN

ADA/

TIDAK URAIAN CATATAN

NO JENIS YANG DIVERIFIKASI

Laporan penatausaahan keuangan
desa s.d. bulan terakhir sebelum
bulan pengajuan persyaratan oleh
Desa

Laporan Realisasi Penyerapan dan Dilengkapi foto Kegiatan Realisasi
2 |Capaian Keluaran ADD Tahap I Penggunaan Alokasi Dana Desa
tahun berjalan Tahap I

3 |Profil Desa tahun sebelumnya

Laporan Inventarisasi Aset Desa
Berbasis Aplikasi tahun sebelumnya

Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan sebagai persyaratan
penyaluran dan membebaskan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Kecamatan atas ketidakbenaran data dan dokumen
yang disampaikan

TIM PENDAMPING KECAMATAN TANDA TANGAN

1 Penasehat
2 Ketua
3 Sekretaris
4 Anggota
S Anggota s



Format C : Lembar Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP III

DESA
KECAMATAN

ADA/
NO | JENIS YANG DIVERIFIKASI | . o0 URAIAN CATATAN

Penatausaahan keuangan desa
s.d. bulan terakhir sebelum bulan
pengajuan persyaratan oleh Desa

Laporan Realisasi Penyerapan
dan Capaian Keluaran ADD

Dilengkapi foto Kegiatan Realisasi

P Alokasi D D
2 sampai dengan Tahap II tahun engggnaan oxasi Uana besa
. sampai dengan Tahap II
berjalan
Realisasi capaian penyetoran
Pajak Bumi Bangunan tahun
berjal li dikit 50% (li
3 pirlfha;elzjelrr;%j; cllalri nil.':i (lima Realisasi setoran PBB dibagi nilai
* O, imni 0,
ketetapan Pajak Bumi dan ketetapan PBB *100% (minimal 50%)
Bangunan yang dibuktikan
dengan surat keterangan Camat
Laporan Keterangan . .. . .
. dilampiri berita acara penyampaian
Penyelenggaraan Pemerintahan
4 Laporan Keterangan
Desa (LKPP) tahun sebelumnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
kepada BPD Y &8
Laporan Penyelenggaraan
S |Pemerintahan Desa (LPPD) tahun

sebelumnya kepada Bupati

Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan sebagai persyaratan
penyaluran dan membebaskan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Kecamatan atas ketidakbenaran data dan dokumen

yang disampaikan

TIM PENDAMPING KECAMATAN TANDA TANGAN

1 Penasehat L
2 Ketua
3 Sekretaris
4 Anggota
5 Anggota ..

BUPATI WONOSOBO,
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Format A Laporan Realisasi Penyerapan & Capaian Keluaran Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN & CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
. TAHUN ANGGARAN

SAMPAI DENGAN TAHAP
PEMERINTAH DESA

Lampiran IX : Peraturan Bupati Wonosobo

Nomor 48 Tahun 2021

KECAMATAN .......cccuuet
PaguDesa : Rp. ...cooccoviiiniiiiniinniinnns
URAIAN VOLUME CARA ANGGARAN | REALISASI SISA % CAPAIAN |TENAGA KERJA| DURASI
NOMOR URAIAN KELUARAN | KELUARAN | PENGADAAN (Rp.) (Rp.) (Rp.) KELUARAN (Orang) (hari) UPAH (Rp)| KPM (KK) | BLT (Rp.) | KET.
1 2 3 4 5 6 7 (8=6-7) 9 10 11 12 13 14 15
PENDAPATAN

Pendapatan Transfer

Dana Desa

- TAHAP PERTAMA

- TAHAP KEDUA

- TAHAP KETIGA

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
1.1 Sub Bidang
1.1.1 Kegiatan ............
dst i
2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2.1. Sub Bidang
2.1.1 Kegiatan
dst i
3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
3.1 Sub Bidang
3.1.1 Kegiatan ............
dst i
4 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4.1 Sub Bidang
4.1.1 Kegiatan ............
dst
5 Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Mendesak & Keadaan Darurat
5.1 Sub Bidang
5.1.00. Kegiatan Penanggulangan Bencana
5.1.00.5.4 [Belanja Tak Terduga
5.2 Sub Bidang
5.2.00. Kegiatan Keadaan Darurat
5.2.00.5.4 |Belanja Tak Terduga
5.3 Sub Bidang
5.3.00 Kegiatan Keadaan Mendesak
5.3.00.5.4 [Belanja Tak Terduga

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

BLT Bulan pertama

BLT Bulan ke ..... , dst

JUMLAH BELANJA

PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH PEMBIAYAAN

JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)

Disetujui oleh,
(desa),(tanggal, bulan, tahun)
KEPALADESA ...,




Format B Laporan Realisasi Penyerapan & Capaian Keluaran Alokasi Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN & CAPAIAN KELUARAN ALOKASI DANA DESA
SAMPAI DENGAN TAHAP ....... TAHUN ANGGARAN .....
PEMERINTAH DESA

KECAMATAN ..............
PaguDesa : Rp. ...coccovviviviiniiniinnn.
URAIAN VOLUME CARA ANGGARAN REALISASI SISA % CAPAIAN | TENAGA KERJA .
NOMOR URAIAN KELUARAN | KELUARAN | PENGADAAN (Rp.) (Rp.) (Rp.) KELUARAN (Orang) DURASI (hari)|  UPAH (Rp) KPM (KK) BLT (Rp.) KET.
1 2 3 4 5 6 7 (8=6-7) 9 10 11 12 13 14 15
PENDAPATAN
Pendapatan Transfer
Alokasi Dana Desa
- TAHAP PERTAMA
- TAHAP KEDUA
- TAHAP KETIGA
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
1.1 Sub Bidang
1.1.1 Kegiatan ............
dst .
2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2.1. Sub Bidang
2.1.1 Kegiatan ............
dst ool
3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
3.1 Sub Bidang
3.1.1 Kegiatan ............
dst
4 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4.1 Sub Bidang
4.1.1 Kegiatan ............
5 Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Mendesak & Keadaan Darurat
5.1 Kegiatan ............
5.1.1 dst .

JUMLAH BELANJA

PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH PEMBIAYAAN

JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)

Disetujui oleh,
(desa),(tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA




Format C Laporan Realisasi Penyerapan & Capaian Keluaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN & CAPAIAN KELUARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
....... TAHUN ANGGARAN .....

SAMPAI DENGAN TAHAP
PEMERINTAH DESA

KECAMATAN .....cccouneee
PaguDesa : Rp. ...cccovvivviiniiniiinn.
URAIAN VOLUME CARA ANGGARAN REALISASI SISA % CAPAIAN | TENAGA KERJA .
NOMOR URAIAN KELUARAN | KELUARAN | PENGADAAN (Rp.) (Rp.) (Rp.) KELUARAN (Orang) DURASI (hari) UPAH (Rp)| KPM (KK) | BLT (Rp.) |  KET.
1 2 3 4 5 6 7 (8=6-7) 9 10 11 12 13 14 15
PENDAPATAN
Pendapatan Transfer
Dana Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah
- TAHAP PERTAMA
- TAHAP KEDUA
- TAHAP KETIGA
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
1.1 Sub Bidang
1.1.1 Kegiatan ............
dst .
2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2.1. Sub Bidang
2.1.1 Kegiatan ..
dst oot
3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
3.1 Sub Bidang
3.1.1 Kegiatan ............
dst
4 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4.1 Sub Bidang
4.1.1 Kegiatan ............
dst .
5 Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Mendesak & Keadaan Darurat
S.1 Kegiatan ............
5.1.1 dst .

JUMLAH BELANJA

PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH PEMBIAYAAN

JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)

Disetujui oleh,

(desa),(tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA




PETUNJUK PENGISIAN

OO0 H WN -

10

11

12

Kolom 1 diisi dengan kode Rekening sesuai dengan APB Desa
Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa/ ADD/ Bagi Hasil Pajak Retribusi
Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal : Pembangunan Jalan
Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal : 500 meter
Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : swakelola, kontraktual
Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan rupiah
Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan rupiah
Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan rupiah
Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :
a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :
- Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi/ sasaran dan anggaran sebesar 30%;
- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.

Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program padat karya tunai vang diisi hanya untuk kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan khususnya

kegiatan pembangunan fisik.

Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program BLT kepada KPM yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa

pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Kolom 15 diisi dengan keterangan. Misal : Berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI WONOSOBO,
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Lampiran I : Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor 48 Tahun 2021

CONTOH MEDIA VISUAL ATAU INFOGRAFIS
RENCANA PENGGUNAAN DANA TRANSFER KE DESA
TERINTEGRASI DENGAN INFOGRAFIS APBDESA

*Desain diatas hanya merupakan contoh, desa dapat mengembangkan desain sendiri akan
tetapi tetap memperhatikan konten substansi informasi, minimal seperti pada contoh gambar di
atas yakni nama kegiatan, besaran nominal kegiatan dan penanggung jawab kegiatan
serta mencantumkan layanan pengaduan masyarakat yang dikelola oleh Badan

Permusyawaratan Desa.
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